Menimbang

Mengingat

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.2.1/Kep. 375 -BKPSDM/2024

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas
organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis
nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4  Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia



Memperhatikan :

1.

Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2024 tentang
Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 23);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengadaan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan
Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah,;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang
Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun
Anggaran 2024;

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2023 Nomor 165).

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang
Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional
Tahun Anggaran 2024;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang
Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024
sejumlah 60 (enam puluh) formasi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Bupati ini.

Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri
Sipil tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
Kabupaten Cirebon dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Cirebon, yang tertuang pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Cirebon.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal T Agustas 2224

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia;

2. Yth. Plt. Kepala BKN;

3. Yth. Kepala Kantor Regional IIl BKN Bandung;

4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 800.1.2.1/Kep. 215 -BKPSDM/2024

TANGGAL T AGUSTUS 2024

TENTANG : PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

No JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN Alé(;l:;Sl UNIT PENEMPATAN

Administrator Database
Kependudukan Ahli Pertama

S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI
INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL, BIDANG
PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN
DATA

Adyatama Kepariwisataan dan
Ekonomi Kreatif Ahli Pertama

S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 PARIWISATA

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,
BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI
KREATIF PARIWISATA, SEKSI EKONOMI
KREATIF PARIWISATA

Analis Kebakaran Ahli
Pertama

D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / D-IV MANAJEMEN
TEKNOLOGI REKAYASA / D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN
BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI
NEGARA / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK
KESELAMATAN KEBAKARAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN

PENYELAMATAN, BIDANG PEMADAMAN,

PENYELAMATAN DAN SARANA

PRASARANA, SEKSI PEMADAMAN

KEBAKARAN, PENYELAMATAN DAN
VAKUASI

Analis Kebijakan Ahli Pertama

S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 HUKUM / S-1
ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON |
SEKRETARIAT DAERAH, ASISTEN
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER
DAYA ALAM

Analis Kebijakan Ahli Pertama

S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 HUKUM / S-1
ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
SEKRETARIAT DAERAH, ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT, BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT

Analis Kebijakan Ahli Pertama

S-1 [LMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 HUKUM / S-1
MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
SEKRETARIAT DAERAH, ASISTEN
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Analis Kebijakan Ahli Pertama

S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 HUKUM / S-1
MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
SEKRETARIAT DAERAH, ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT, BAGIAN PEMERINTAHAN

Analis Keuangan Pusat dan

D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
BADAN PENDAPATAN DAERAH, BIDANG

8. . PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S{ 1
N
Daerah Ahli Pertama 1| MANAJEMEN PAJAK / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
PENDAPATAN
Analis Keuangan Pusat dan D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
9. . 8 PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S{ 3 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Daerah Ahli Pertama

1 MANAJEMEN PAJAK / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA

BIDANG ANGGARAN

Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur Ahli Pertama

S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAERAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN
PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA, BIDANG PENGADAAN,

PE ENTIAN DAN INFORMASI

KONSELOR SDM

S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING / S-1 PSIKOLOGI

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
SEKRETARIAT DAERAH, ASISTEN
ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN
ORGANISASI

KONSELOR SDM

S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING / S-1 PSIKOLOGI

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA, BIDANG PENILAIAN KINERJA
APARATUR DAN PENGHARGAAN

Pembina Industri Ahli Pertama

S-1 REKAYASA INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 ADMINISTRASI
PUBLIK / S-1 AGRIBISNIS

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN, BIDANG
PERINDUSTRIAN

Pembina Jasa Konstruksi Ahli
Pertama

D-IV ARSITEKTUR / D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / D-IV JASA
KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN
PROYEK KONSTRUKSI

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG, BIDANG BINA KONSTRUKSI

Penata Kelola Bangunan
Gedung dan Kawasan
Permukiman Ahli Pertama

DTV ARSITERTUR ] D-1V ARSITERTUR BANGUNAN GEDUNG 7 D=1V JASA
KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI / D-IV
PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG / D-IV TEKNIK KONSTRUKSI

onnTIARS

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG, BIDANG BANGUNAN GEDUNG

Penata Kelola Penanaman
Modal Ahli Pertama

S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI
BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 MANAJEMEN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
SEKRETARIAT

17

Penata Kelola Penyehatan
Lingkungan Ahli Pertama

D-IV REKAYASA LINGKUNGAN / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ILMU
LINGKUNGAN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN
LINGKUNGAN / S-1 SAINS LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN, BIDANG
KAWASAN PERMUKIMAN

18.

Penata Kelola Perumahan Ahli
Pertama

D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN / D-IV
ARSITEKTUR / D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / S-1 STUDI
PEMBANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN, BIDANG
KAWASAN PERMUKIMAN




19.

Penata Kependudukan dan
Keluarga Berencana Ahli
Pertama

D-IV EKONOMI / D-IV HUKUM / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / S-1
ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU
PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

20.

Pengantar Kerja Ahli Pertama

S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU
PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,

DINAS KETENAGAKERJAAN, BIDANG

PELATIHAN, PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI

21.

Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah
Ahli Pertama

S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU
POLITIK / S-1 HUKUM / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
INSPEKTORAT, INSPEKTUR PEMBANTU Il

22.

Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah
Ahli Pertama

S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU
POLITIK / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI
INFORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
INSPEKTORAT, INSPEKTUR PEMBANTU I

23.

Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Ahli Pertama

D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL / D-IV AKUNTANSI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV ANALISIS KEUANGAN / D-IV
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / D-IV BISNIS DIGITAL / D-IV
INTELIJEN TEKNOLOGI / D-IV KEAMANAN DAN INTELIJEN SIBER / D-IV
KEAMANAN EKONOMI DAN INTELIJEN KEUANGAN / D-IV KEAMANAN
SISTEM INFORMASI / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-
IV MANAJEMEN AGRIBISNIS / D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK
/ D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN / D-IV MANAJEMEN
KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV MANAJEMEN PEMASARAN
INTERNASIONAL / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR
PUBLIK / D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN / D-IV
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT / D-IV
PERADILAN PIDANA / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL / D-IV
POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV RELASI INDUSTRI / D-IV STUDI
INTELIJEN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI BISNIS
/ S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN / S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN / S-
1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT / S-1
AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 ANTROPOLOGI / S
1 ANTROPOLOGI BUDAYA / S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL / S-1
ARKEOLOGI / S-1 ARSITEKTUR / S-1 ARSITEKTUR LANSKAP / S-1
ASTRONOMI / S-1 BIOKIMIA / S-1 BIOLOGI / S-1 BIOLOGI TERAPAN / S-
1 BISNIS / S-1 BISNIS DIGITAL / S-1 BISNIS JASA / S-1 EKONOMI / §-1
EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM / S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN
PERBANKAN / S-1 EKONOMI KOPERASI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN
/ S-1 EKONOMI SUMBER DAYA / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1
ENTOMOLOGI / S-1 FARMASI / S-1 FARMASI KLINIK DAN KOMUNITAS /
S-1 FARMASI KLINIS / S-1 FILSAFAT / S-1 FISIKA / S-1 GEOFISIKA / S-1
GEOLOGI / S-1 GIZI / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM /
S-1 HUKUM BISNIS / S-1 HUKUM SYARIAH / S-1 ILMU ATMOSFER DAN
KEPLANETAN / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KELAUTAN / S-1
ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-
1 ILMU PANGAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-
1 ILMU PERTANIAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU TANAH / S-1
KEBIJAKAN PENDIDIKAN / S-1 KEHUTANAN / S-1 KESEHATAN
LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEJAHTERAAN
SOSIAL / S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 KEUANGAN
ISLAM / S-1 KEWIRAUSAHAAN / S-1 KIMIA / S-1 KLIMATOLOGI / S-1
KRIMINOLOGI / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN
BISNIS INTERNASIONAL / S-1 MANAJEMEN PAJAK / S-1 MANAJEMEN
PENDIDIKAN / S-1 MANAJEMEN REKAYASA / S-1 MANAJEMEN SUMBER
DAYA PERAIRAN / S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI / S-1 METEOROLOGI /
S-1 OSEANOGRAFI / S-1 MIKROBIOLOGI / S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL
/ S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH / S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN / S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI / S-1 PENDIDIKAN
ANTROPOLOGI / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN
BIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN BISNIS / S-1 PENDIDIKAN EKONOMI / S-1
PENDIDIKAN FISIKA / S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI / S-1 PENDIDIKAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM / S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN
SOSIAL / S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA / S-1 PENDIDIKAN KIMIA / S-1
PENDIDIKAN KOMPUTER / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1
PENDIDIKAN MUSIK / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN
TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 PERDAGANGAN INTERNASIONAL / S-1
PETERNAKAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 REKAYASA BIOENERGI DAN
KEMURGI / S-1 REKAYASA BIOMEDIS / S-1 REKAYASA BIOPROSES / S-
1 REKAYASA ELEKTRO / S-1 REKAYASA DIRGANTARA / S-1 REKAYASA
KELAUTAN / S-1 REKAYASA KESELAMATAN / S-1 REKAYASA
KESELAMATAN KEBAKARAN / S-1 REKAYASA KIMIA / S-1 REKAYASA
KOMPUTER / S-1 REKAYASA LINGKUNGAN / S-1 REKAYASA LOGISTIK /
S-1 REKAYASA MANUFAKTUR / S-1 REKAYASA MATERIAL / S-1
REKAYASA MEKATRONIKA / S-1 REKAYASA MESIN / S-1 REKAYASA
METALURGI / S-1 REKAYASA MINYAK DAN GAS / S-1 REKAYASA
NUKLIR / S-1 REKAYASA PERKAPALAN / S-1 REKAYASA
PERKERETAAPIAN / S-1 REKAYASA PERMINYAKAN / S-1 REKAYASA
PERTAMBANGAN / S-1 REKAYASA PERTANIAN / S-1 REKAYASA
PERTANIAN DAN BIOSISTEM / S-1 REKAYASA SIPIL / S-1 REKAYASA
SISTEM ENERGI / S-1 REKAYASA SISTEM PERKAPALAN / S-1 REKAYASA
SUMBER DAYA AIR / S-1 REKAYASA SUMBER DAYA PENGAIRAN / S-1
REKAYASA TEKSTIL / S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 REKAYASA
TENAGA LISTRIK / S-1 REKAYASA TRANSPORTASI LAUT / S-1 SAINS
ATMOSFER DAN KEPLANETAN / S-1 SAINS KELAUTAN / S-1 SAINS
KOMUNIKASI / S-1 SAINS LINGKUNGAN / S-1 SAINS PANGAN / S-1
SAINS PERTANIAN / S-1 SAINS POLITIK / S-1 SAINS TANAH / S-1 SENI

MURNI / S-1 SENI RUPA / S-1 SINOLOGI

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
SEKRETARIAT DAERAH, ASISTEN
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA,
SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA




/ S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S
1 SOSIOLOGI / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 STUDI PERTAHANAN /
S-1 TEKNIK BIOENERGI DAN KEMURGI / S-1 TEKNIK BIOMEDIS / S-1
TEKNIK BIOPROSES / S-1 TEKNIK BIOSISTEM / S-1 TEKNIK
DIRGANTARA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1
TEKNIK FISIKA / S-1 TEKNIK GEOFISIKA / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1
TEKNIK GEOMATIKA / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI
PERTANIAN / S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN / S-1
TEKNIK INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI / S-1 TEKNIK KELAUTAN / S-1
TEKNIK KESELAMATAN / S-1 TEKNIK KESELAMATAN KEBAKARAN / S-1
TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-
1 TEKNIK LOGISTIK / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MATERIAL
/ S-1 TEKNIK MEKATRONIKA / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK
METALURGI / S-1 TEKNIK MINYAK DAN GAS / S-1 TEKNIK NUKLIR / S-1
TEKNIK PERKAPALAN / S-1 TEKNIK PERKERETAAPIAN / S-1 TEKNIK
PERMINYAKAN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN
/ S-1 TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1
TEKNIK SISTEM ENERGI / S-1 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN / S-1
TEKNIK SUMBER DAYA AIR / S-1 TEKNIK SUMBER DAYA PENGAIRAN /
S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK / S-1
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1
TEKNOLOGI HAYATI / S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN / S-1
TEKNOLOGI PANGAN / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 USAHA
KOPERASI

Pengelola Produksi Perikanan

S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN /
S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN / S-1 TEKNOLOGI DAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

; PERIKANAN, BIDANG PERIKANAN
2% |Tangkap Ahli Pertama MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN RLCAD EERGOLAHAR DN
/ S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN ek e
R S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 STATISTIKA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
25. Ah’l‘ig;"; ang fewlrausahaan | s TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN / S-1 DESAIN PRODUK DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
ertama INDUSTRI / S-1 MANAJEMEN MENENGAH, BIDANG USAHA MIKRO
UPATEN CIREBON,
S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUBUNGAN PEMERINTAH KAB CIREBO
26 Penggerak Swadaya MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 [ILMU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
" | Masyarakat Ahli Pertama NSCRETE DAN DESA, BIDANG PENATAAN DAN
KERJA SAMA DESA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
NAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Penggerak Swadaya S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 o ASYARA
gz, |y e e kool i DAN DESA, BIDANG PEMBERDAYAAN
asyarakat Ahli Pertama RINT LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
USAHA EKONOMI MASYARAKAT
S-1 BIOKIMIA / S-1 BIOKIMIA NUTRISI / S-1 AGROBISNIS / S-1
PEMERINTAH KAB EBON,
2g, |Penyuluh Lingkungan Hidup [AGRONOMI / S-1 BIOLOGI / $-1 EKOLOGI / $-1 FISIOLOGI / S-1 INAS LINGKONG :rf ?{ETJPC [gm pro
Ahli Pertama KESEJAHTERAAN LINGKUNGAN / S-1 KIMIA / S-1 TEKNIK PENYEHATAN EEISSIEAN DAN PR RN
LINGKUNGAN
S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 AGRONOMI / S-1 MANAJEMEN
ol st Basnchi AGROBISNIS / S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN / S-1 T ——
29, | PENYULUHAN PERTANIAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 TEKNOLOGI ARSI, I RRSSTt FESAN
Etamy PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERTANIAN / S-1 :
AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 ILMU EKONOMI PERTANIAN
D-IV KOMUNIKASI MASSA / D-IV LAYANAN PUBLIK / D-IV PEKERJAAN
SOSIAL / D-IV PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT
/ D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL / D-IV
30. |Penyuluh Sosial Ahli Pertama | REHABILITASI SOSIAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BIMBINGAN PD?;"AZRé%TSA:LK‘B‘B]S’:ﬁf&gf;fgkl
- e ARl DAN KONSELING / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU ootss J
PEMERINTAHAN / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 PEMBANGUNAN
SOSIAL / S-1 PENDIDIKAN NONFORMAL ATAU PENDIDIKAN
MASYARAKAT
— PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
21 i:mnd:ng'“"da"ga" ARNC | SEL HUKUM RAKYAT DAERAH, BAGIAN PERSIDANGAN
riam DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraniosug Forafine PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
) SEKRETARIAT DAERAH, ASISTEN
32. |Perundang-und S-1 HUKUM g
P:xx;n :ng undangan Ahli PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT, BAGIAN HUKUM
S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
33. |Perencana Ahli Pertama NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA SEKRETARIAT
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ggﬁggﬁﬁ?&ﬁgﬁg;ﬁgfﬁggﬁ”m'
34. |Perencana Ahli Pertama ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN WA, G P SR
KOTA / S-1 PE AAN WILAY. ) :
/ RENCAN AH DANKOTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
Poli Paresig Praje Al D-IV PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BIDANG
35. | portame / S-1 EKONOMI / S-1 [LMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN
Tt HUKUM / S-1 SOSIOLOGI SUMBER DAYA APARATUR, SEKSI SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 DINAS'KEPENDUDUKAN DAN
Pranata Hubungan PENCATATAN SIPIL, BIDANG
96 |y femm st A i FILM DAN TELEVISI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 HUBUNGAN FENCRLOLASR TN ORIAS
MASYARAKAT / S-1 [LMU PEMERINTAHAN / S-1 JURNALISTIK N INFORMASI ADMINISTRAS]
KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN
DATA
S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
47 |Pranata Hubungan FILM DAN TELEVISI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
" |Masyarakat Ahli Pertama KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT / BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI
S-1 KEHUTANAN / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI PUBLIK
45, |Pranata Komputer Ahli S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,

Pertama

KOMPUTER / S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA




39.

Pustakawan Ahli Pertama

S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN
/ S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI / S-1 PERPUSTAKAAN DAN
SAINS INFORMASI / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN,
BIDANG PERPUSTAKAAN

JUMLAH
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PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA ’

Jalan Sunan Muria Nomor %00 Telepon/Fax. (0231)320816
Website: http://bkpsdm.cirebonkab.go.id email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
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NOTA DINAS

Yth. Bapak Bupati Cirebon

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Cirebon

ol Agustus 2024

800.1.2.1/ND. (%36 /PPI

Penting

1 (Satu) Bundel cbq,‘\ A

Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang
Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan ketentuan
Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, untuk kelancaran pelaksanaan
pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon Formasi Tahun 2024 perlu dilakukan
pengumuman lowongan pengadaan PNS yang dilakukan secara
terbuka kepada masyarakat dengan terlebih dahulu dilakukan
Penetapan Keputusan Bupati Cirebon tentang Kebutuhan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun
Anggaran 2024.

Adapun formasi yang dibutuhkan untuk diisi dalam pelaksanaan
pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon Formasi Tahun 2024 mengacu pada Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil
Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mohon kiranya
Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan
Bupati Cirebon tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024
(terlampir).

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon
arahan Bapak.

%KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN %
ENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,/

H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP: 19681022 198803 1 001



